MENTER! PERHUBUNGAN

REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 25 Desember 2015
Kepada

Yth. 1. Kepala Kepolisian RI;
2. Para Gubernur;
3. Para Bupati/Walikota.

di
INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : SE 48 TAHUN 2015

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN LARANGAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN NATAL 2018 DAN TAHUN BARU 2016

i. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas
pada masa Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 diperlukan
pengaturan arus lalu lintas dan larangan beroperasinya kendaraan angku:an
barang di jalan raya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

2. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan Natal 2015
dan Tahun Baru 2016, mulai tanggal 30 Desembher 2015 s/d tanggal
3 Januari 2016, kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi, yang
meliputi:
a. kendaraan pengangkut bahan bangunan;
b. kereta tempelan {truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan) serta

kendaraan Kontainer; dan
c. kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari 2 (dua).

3. Larangan beroperasinya kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada angka 2 dikecualikan bagi kendaraan pengangkut:
a. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BEG);

b. ternak; ) _ ]
c. bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah,

bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur);
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2. aupuks
', 3usu murni; dan

harang antaran pos;
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Telawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, gan Makassar,

“.., Fengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang
melalui moda darat diberikan prioritas.

-5, apabila tcrjad! gangauen arus lalu lintas dan angkutan jalan, masa untuk
.:neng'ataea‘i kondisl tersebut, perly segera mengambil langkah-langkah
antisipasi dan proaktif berkoordinasi dengan aparat pemerintah antara lan,
Yrektorar Jenderai Perhubungan Darat, Tentara Nasional indonesia (TN,

e

an Kepolisian Negara Republik Indonesia [POLRI).

6. }'elanf.;gwan terhadap rambu larangan dan rambu perintah, dikenakan sanas:
sssugj Pagal 287 ayat (1) Undang - Undang Nomar 22 Tahun 2009 ientang
i.alu Lintas dan Angkutan Jalan, h -
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Demikian disampatken dan diucapkan terima kasih.

CLgAn;
Presiden Republik indonesis;

Wakil Presiden Republik Indonesia;
Mentor: Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Mentert Koordinator Sidang Perekonomian,

Menteri Koordinaor Bidang Kemasitiman dan Sumber Daya;
Aeateri Dajam Negerd; 4

venter! Pekerjaan Umum dan Perumghan Rakyat;

Manteri Perdagangan; ‘

Menteri Perindustrian;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perubungan;

Mirektur Jenderal Perhubungan Darat;

Kepala Korps Lalu Lintas POLRI;

4

.5 Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
Kewa Umum KADIN,

Retua Umum DPP ORGANDA,



